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PE*IBERIAN IZIIT PEITDIRIAITT I OPERASIOIITAL
MADRASATI ALTYATI TRISULA KABUPATEN BLITAR

PROVIITSI JAWA TIMUR

DEIITGAI{ RAIIilIAT TUHAII YAITG MA}IA ESA

KEPALA KAIITOR' WILAYAII XtlUtltTtRrAN AeAttfiA pnOVntSI JAITTA TTMUR,

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, periu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahrva masa berlaku izlr: operasionallpendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahw-a madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirianloperasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR
Nomor: Kd.15.31 l2lPP.OOl97l /2016/2A16 Tanggal 12
April 2A16;

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Tzirt
Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH TRISULA
KABUPATEN BLITAR Provinsi .Iawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 4496\ Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1q
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5iSO)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2ALO tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lemtraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}rc Nomor l1Z, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun Z00Z
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
DasarlMadrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsana,,l.iyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kata sebagaimana teiah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan
Minimal Pendidikan c1i Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang
Pen-veienggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2076 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2OI3 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13BS
Tahun 2Al4 tpntang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5B8S
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzirr
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MtrMUTUSKAN:

KEPUI'USAN KEPALA KANTOR
TENTANG PEMBERIAN IZIN
MADRASAH ALryAH TRISUi,A
JAWA TIMUR.

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PENDIRiAN / OPERASIONAL

KABUPATEN BLITAR PROVINSI

Memberikan pe{panjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum d,a1am Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicaLrut apaLrila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoado
pada tanggal 30 Mei 2A77

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,
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